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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan kesimpulan untuk

menjawab pokok permasalahan, yakni sebagai berikut :

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan
tindak pidana di bidang lingkungan hidup dilakukan dengan bentuk
pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) sebagaimana yang
dirumuskan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Pembebanan
pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dikenakan kepada
korporasi atas perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku fungsional (functioneel
daderschaap). Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila
tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh agen korporasi ditujukan
untuk kepentingan korporasi, sehingga pemidanaan dikenakan dan sanksi
dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan
menerima tindakan fisik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada
pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi. Dalam
perkembangannya, sangat dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban
kepada korporasi secara langsung dan pengurus korporasi, sehingga bentuk
sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah pidana denda dan

sanksi pidana yang bersifat administratif serta bentuk sanksi pidana yang dapat



diberikan kepada pengurus korporasi adalah pidana badan sebagaimana yang

terdapat di dalam Pasal 10 KUHP.

. Saran

Melihat pada pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas,
tampak adanya kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi
secara langsung sebagai badan. Perlu adanya kesadaran bahwa pikiran utama
dari meminta pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bertolah dari prinsip
restorative justice (keadilan restoratif). Berdasarkan hal itu, maka sanksi pidana
yang paling cocok dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda dan bukan
pidana penjara yang dijatuhkan kepada agen/pengurus korporasi. Berangkat
dari hal tersebut, perlu adanya semangat untuk memperbaiki sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.
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